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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL BERENCANA KABUPATEN
BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso
(Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 82)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 huruf a ayat (1) Pasal 3 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
membawabhi:
1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
3. Seksi Pendataan Penduduk.
c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan
dan Kematian.
d. Bidang  Pengelolaan Informasi  Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawabhi:
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan;
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan; dan
3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. UPTD.

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala dinas.

(4)Masing-masing...
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(4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
sekretaris.

(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2,
mempunyai tugas:

a.

b.

melaksanakan  penghimpunan dan  penyusunan
perencanaan anggaran program dan kegiatan;
melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan,
pengurusan biaya perjalanan dinas, gaji pegawai dan
pembayaran hak keuangan lainnya;
menyiapkan bahan rapat koordinasi yang dilaksanakan
Dinas;
melaksanakan penghimpunan dan penyusunan laporan
keuangan, Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ);
mengelola administrasi keuangan pada dinas sesuai
peraturan perundang-undangan;
menyusun bahan verifikasi atas laporan surat
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban keuangan;
menyusun bahan untuk pengesahan surat
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD guna
dikirimkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai
bahan pertanggungjawaban keuangan;
menyiapkan bahan penyusunan jurnal penerimaan kas,
jurnal pengeluaran kas, buku besar, jurnal umum dan
laporan realisasi anggaran baik bulanan, semester
maupun tahunan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
melakukan verifikasi dan pencatatan atas laporan
penambahan atau pengurangan aset sebagai bahan
pembuatan neraca berdasarkan mekanisme dan
prosedur penatausahaan keuangan untuk memenuhi
ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan akhir tahun;
menyusun bahan evaluasi dan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi
laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas
laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

k.menyusun...
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menyusun dan melaporkan daftar inventarisasi aset
daerah dilingkup dinas berdasarkan peraturan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Unit (RKBU);

melakukan koordinasi program kegiatan dengan Sub
Bagian lainnya;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1,
mempunyai tugas:

a.

[—

melaksanakan urusan rumah tangga sesuai dengan
prosedur dan ketentuan dalam rangka menunjang
kegiatan operasional perkantoran;

melaksanakan administrasi surat menyurat untuk
tertib administrasi;

menyusun bahan penyelenggaraan hubungan
masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

menyusun data dan informasi kepegawaian sesuai
telaahan data agar tersediannya DUK pegawai yang
tepat dan aktual;

melakukan kegiatan administrasi sarana meliputi
perbekalan program Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

melaksanakan perencanaan, administrasi dan
pengelolaan serta pembinaan kepegawaian;

melakukan pelayanan penetapan angka kredit Pegawai
Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional;
melaksanakan pengelolaan dan administrasi barang
milik daerah serta menghimpun dan mengirim laporan
daftar barang inventaris

menyusun dokumen evaluasi kinerja dinas sesuai
peraturan perundang-undangan;

melakukan koordinasi program kegiatan dengan Sub
Bagian lainnya,;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu)
pasal, yakni BAB IV A dan Pasal 18 A, yang berbunyi sebagai

berikut:

BAB IV A...
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Diundangkan di Bondowoso
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BAB IV A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18 A

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bondowoso yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas
dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan
Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3\

BUPATI BONDOWOSO, /-

é AMIN SAID HUSNI 070

pada tanggal 21 me: 2018
Plt. SEKRE S DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018
NOMOR 39
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 82 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BONDOWOSO

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BONDOWOSQ
KEPALA DINAS
|
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL l
SUB BAGIAN SUS BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN
DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN l
l | |
i BIDANG PENGELOLAAN
BIDANG PELAYANAN INFORMAS!
PENDAFTARAN B%NGTﬁﬁm ADMINISTRASI
PENDUDUK ICA ' KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA
SEKS! PINDAH SEKSI | SEKSI ‘ e N SEKSISSTEM || pencouaHaN | SEKSI
SEKSI IDENTITAS DATANG PENDATAAN SEKSI KELAHIRAN | | PERKAWINAN DAN STATUS ANAK, INFORMASI DAN PENYAJIAN KERJASAMA DAN
PESEREN PENDUDUK PENDUDUK PERCERAAN || PEWARGANEGARAAN AT DATA INCES
KEPENDUDUKAN | | vepennupuKan | | PELAYANAN
BUPATI BONDOWOSO,
UPTD

‘ﬂ/.umt SAID HUSNI )~



